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ABSTRAK 

Salah satu bentuk pembangunan wilayah adalah pelaksanaan konsolidasi tanah. 

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Konsolidasi Tanah yaitu suatu kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah dan tata ruang sesuai rencana tata ruang serta 

usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan 

kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan 

partisipasi aktif masyarakat. Kalurahan Sinduadi merupakan salah satu kawasan 

yang menjadi objek pelaksanaan konsolidasi tanah, hal ini dikarenakan kawasan 

Kalurahan Sinduadi banyak ditemukan pemanfaatan tanah yang tidak tertib dan 

dikhawatirkan akan menjadi daerah pemukiman padat. Dipilihnya objek lokasi 

konsolidasi tanah di Kalurahan Sinduadi karena wilayah tersebut merupakan 

aglomerasi di Kabupaten Sleman serta wilayah penyangga dari Kota Yogyakarta.  

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif – analitis, yakni usaha 

untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis 

terhadap data tersebut. Seluruh data yang diperoleh akan diolah menggunakan 

metode deduktif untuk dianalisis dan disesuaikan dengan fakta yang terjadi di 

lapangan. 

Hasil penelitian pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kalurahan 

Sinduadi, dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu selama 24 tahun dan 

menyebabkan kawasan tersebut beralih fungsi dari lahan persawahan menjadi lahan 

pekarangan untuk permukiman. Pada fakta di lapangan, lahan di wilayah Kalurahan 

Sinduadi tergolong sebagai lahan pertanian produktif. Setelah pelaksanaan 

konsolidasi tanah, terjadi perubahan sosial di wilayah tersebut dan berdampak 

kepada para petani, seperti perubahan profesi petani menjadi buruh bangunan dan 

produksi pertanian menjadi menurun.  

Kata Kunci: Pengembangan wilayah, konsolidasi tanah, alih fungsi lahan 
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ABSTRACT 

One form of regional development is the implementation of land consolidation. 

Based on Article 1 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial 

Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 

12 of 2019 concerning Land Consolidation, namely a policy of restructuring 

control, ownership, use and utilization of land and spatial planning according to 

spatial planning and efforts to provide land for public purposes in order to improve 

the quality of the environment and maintenance of natural resources by involving 

active community participation. Sinduadi Village is one of the areas that is the 

object of implementing land consolidation, this is because the Sinduadi Village area 

is found to have a lot of disorderly land use and it is feared that it will become a 

dense residential area. The land consolidation location object was chosen in 

Sinduadi Village because this area is an agglomeration in Sleman Regency and a 

buffer area for Yogyakarta City. 

The method in this research uses a descriptive - analytical method, namely an effort 

to collect data and compile data, then analyze the data. All data obtained will be 

processed using deductive methods to be analyzed and adjusted to the facts that 

occur in the field. 

The results of research on the Regional Spatial Planning (RSP) in Sinduadi District, 

its implementation took 24 years and caused the area to change its function from 

rice fields to residential yards. In fact, the land in the Sinduadi Village area is 

classified as productive agricultural land. After the implementation of land 

consolidation, social changes occurred in the area and had an impact on farmers, 

such as the farmer changing their profession to become a construction worker and 

agricultural production decreased. 

Keywords: Regional development, land consolidation, land conversion 
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MOTTO 

“teruslah bertumbuh layaknya kaktus, dalam keadaan apapun dan kondisi ekstrem 

sekalipun, dia mampu bertahan atas pertolongan Allah. Semoga hatimu Ridho 

terhadap apa yang Allah tetapkan untukmu, wahai hamba Allah yang sedang 

dibelajarkan untuk tumbuh.”  

 

“ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, suatu saat akan dibayar lebih 

atas apa yang ia kerjakan.” – Dr. Ferihanna, M.S.I, Dipl. AAAM, Dipl. Cibtac 

 

“lebih baik menyesal setelah mencoba, daripada dihantui penyesalan seumur 

hidup karena penasaran tidak mencoba.” – Stanijuanita Marantika 

 

“apabila ujian menimpamu, tunjukkanlah kegagahan mu” 

 

“hidup adalah perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Maka tidak ada 

pilihan lain selain menikmati tiap fasenya. Sebab Rahmat Allah hadir 

membersamainya.”  
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 Fāʼ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق
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 Lām L El ل
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 Nūn N En ن

 Wāwu W W و

 Hā’ H Ha هـ
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 Yāʼ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 

 Ditulis Muta‘addidah مـتعددة
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C. Tᾱ’ marbūṭah 
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tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti 
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
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H. Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan 

huruf awal “al” 

 Ditulis al-Qur’ᾱn القرأن
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Ditulis menurut penulisannya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat terutama para petani sangat membutuhkan tanah 

sebagai sumber kehidupan mereka. Tanah merupakan sesuatu yang sangat 

vital bagi para petani. negara dan pengusaha sama-sama membutuhkan 

tanah. Alasan utama negara menguasai sektor tanah yaitu untuk 

membangun infrastruktur yang menjadi kebutuhan publik. Sementara itu, 

alasan pengusaha menguasai sektor tanah adalah untuk memperluas bisnis 

dan memperbanyak keuntungan.1  

Meningkatnya kegiatan masyarakat yang membutuhkan lahan 

sebagai penunjang utamanya, sejalan dengan perkembangan jumlah 

penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya terjadi persaingan 

pemanfaatan lahan, terutama pada kawasan-kawasan yang telah 

berkembang dimana persediaan lahan relatif sangat terbatas. Pada 

penggunaan lahan pertanian meskipun lebih lestari kemampuannya dalam 

                                                           
1 Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, cet. 

ke-1 (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 34.  
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menjamin kehidupan petani, faktanya pemanfaatan lahan hanya dapat 

memberikan sedikit keuntungan materi atau finansial dibandingkan sektor 

industri, permukiman, jasa dan lain-lain, sehingga konversi lahan pertanian 

ke penggunaan non pertanian tidak dapat dicegah2. 

Menurut Darwis, pada kondisi ini banyak lahan pertanian yang 

beralih fungsi mengikuti jumlah pertumbuhan penduduk dan kebutuhan. 

menurut Irawan, konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian seperti 

kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan sarana 

publik dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial dan 

lingkungan. Dengan lahan yang sempit, efisiensi produksi akan sulit 

ditingkatkan dan pendapatan hasil produksi petani menjadi terbatas.3 

           

                                                           
2 Kurniasari dkk., “Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian sebagai 

upaya prediksi perkembangan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan”, Jurnal Teknik ITS, Vol. 

3:2 (2014), hlm. C119. 

3 Andiyono, Pertanian Indonesia Persepsi dan Resiko, cet.ke-1 (Yogyakarta: Bintang 

Pustaka Madani, 2021), hlm. 7. 
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Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi DIY dari tahun ke 

tahun mengalami kenaikan. Sebagai bentuk jaminan kepastian hukum 

Negara kepada masyarakat, pemerintah menciptakan berbagai macam 

kebijakan atau program, salah satunya adalah reforma agraria sebagai 

langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendukung kebijakan 

pemerataan tanah, menahan laju konsentrasi penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan lahan di Indonesia melalui pemberian 

kepastian hak kepemilikan dan akses atas lahan secara kolektif. Program 

yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut, yaitu Land Reform, 

Penatagunaan Tanah (PGT), Konsolidasi Tanah, Redistribusi tanah, 

Penataan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.4 

Kebijakan konsolidasi tanah (land consolidation) adalah upaya 

hukum untuk melakukan perubahan penataan, penggunaan dan pengadaan 

tanah dari lahan pertanian menjadi lingkungan perumahan dan permukiman. 

Menurut Maria S.W. Sumardjono, kebijakan konsolidasi tanah dalam 

pelaksanaannya memerlukan peraturan yang mendukung dan koordinasi 

                                                           
4 Iswantoro, “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018”. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian 

Ilmu Hukum, 2019, 8.2: 1-19, DOI: https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2132 
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instansi terkait, dengan pertanggungjawaban yang jelas, perencanaan dan 

pelaksanaan serta evaluasi program yang transparan.5 

 Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah yaitu suatu kebijakan penataan 

kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan 

tata ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk 

kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkaran dan 

pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat.6 

Konsolidasi tanah Kalurahan Sinduadi merupakan Konsolidasi 

Tanah Perkotaan (KTP). Konsolidasi tanah di Kalurahan Sinduadi 

khususnya di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan dilaksanakan 

sejak tahun 1989 dan baru dirampungkan pada tahun 2014.  Dipilihnya 

objek lokasi konsolidasi tanah di Kalurahan Sinduadi karena wilayah 

tersebut merupakan aglomerasi di Kabupaten Sleman serta wilayah 

penyangga dari Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan kawasan Sinduadi 

banyak ditemukan pemanfataan tanah yang tidak tertib dan dikhawatirkan 

                                                           
5 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, 

(Jakarta: Buku Kompas, 2001), hlm. 53. 

6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah.  
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akan menjadi daerah pemukiman padat. Sehingga berdasarkan Rencana 

Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Sleman, wilayah Kalurahan 

Sinduadi diperuntukkan sebagai wilayah permukiman guna mengantisipasi 

terhadap perkembangan Kota Yogyakarta ke arah pinggiran kota karena 

berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta.  

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan pertanian 

ke non-pertanian di wilayah Kalurahan Sinduadi dipengaruhi oleh kota 

Yogyakarta yang berbatasan dengan dua jalur jalan arteri, yaitu jalan 

Magelang (Yogyakarta-Magelang) dan jalan lingkar utara, serta jalan 

Monumen Jogja Kembali (Monjali) dan jalan Kaliurang sehingga 

memberikan pengaruh alih fungsi lahan pada Tanah Desa di sekitarnya 

khususnya Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan.  

Konsolidasi tanah di Kalurahan Sinduadi dilaksanakan pada bidang 

tanah seluas 22,4455 ha. dengan jumlah bidang tanah 279 bidang tanah yang 

terdiri dari 244 bidang tanah perorangan dan 31 bidang tanah kas desa. 

Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) terdiri dari 135 peserta 

perorangan dan 1 Pemerintah Kalurahan Sinduadi.  Oleh karena itu dalam 

mengantisipasi kemungkinan perkembangan wilayah kumuh (slump area), 

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Daftar Isian 
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Proyek tahun anggaran 1989/1990 mengalokasikan proyek konsolidasi 

tanah perkotaan di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan, 

Kalurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.7 

Untuk menentukan lokasi konsolidasi tanah seringkali tidak mudah, 

hal ini dikarenakan semua tanah yang direncanakan sebagai lokasi 

konsolidasi tersebut telah berada dalam penguasaan perorangan yang 

melekat dengan hak atas tanahnya. Meskipun hasil konsolidasi tanah 

banyak mendatangkan keuntungan, baik bagi pemerintah dan terlebih bagi 

masyarakat pemilik tanah, namun dalam pelaksanaannya harus 

membutuhkan dukungan oleh masyarakat. Dukungan ini baik dalam bentuk 

partisipasi aktif maupun dalam bentuk pengorbanan yang berupa tanah 

untuk biaya konsolidasi, berupa Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan 

(STUP) dan Tanah pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP).8 

Soemardjono menjelaskan bahwa pembangunan/pendirian berbagai 

industri menimbulkan berbagai keterkaitan dengan warga masyarakat 

disekitar wilayah industri tersebut dibangun/didirikan. Salah satu 

                                                           
7 Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman, 2021. 

8 Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman, 2021. 



 

7 
 

keterkaitan tersebut dapat berupa bentuk pembebasan tanah milik warga, 

sehingga terjadi kecenderungan meningkatnya kebutuhan tanah.9 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, permasalahan dalam 

konsolidasi tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan ini 

diakibatkan adanya penolakan sebagian peserta terhadap kelanjutan 

konsolidasi tanah yang disebabkan adanya ketidak-puasan dan kurangnya 

sosialisasi sehingga menimbulkan realokasi kapling yang baru. Ketidak-

puasan ini diukur dari kesuburan tanahnya, karena pada kenyataannya 

masih berupa sawah. Di samping itu juga disebabkan nilai ekonomi dari 

tanah yang bersangkutan, padahal semua sudah disetujui oleh peserta 

konsolidasi tanah. Penolakan ini dituangkan dalam surat tertanggal 17 

Agustus 1991.10 

Alas hak merupakan unsur utama dalam penyelesaian konflik 

pertanahan. Ketika alas hak atas tanah sesuai dengan kenyataan yang 

sebenarnya berarti pemegang hak atas tanahnya terdaftar dalam dokumen 

                                                           
9 Supriyono, “Kajian atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Studi 

Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik PLTA Upper Cisokan Pump Storage 1040 MW”, 

Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2012, 1.2: 350-369, DOI: 

https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1911 

10 Observasi lokasi konsolidasi tanah di Kalurahan Sinduadi berdasar hasil realitas di 

lapangan dan wawancara dengan peserta konsolidasi tanah. 
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pendaftaran tanah, maka sebenarnya ini dapat mencegah konflik pertanahan 

karena kepastian hukum menjadi jelas. Oleh karena itu, diperlukan pula 

perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang bersangkutan yaitu 

perlindungan terhadap hubungan hukumnya serta perlindungan terhadap 

pelaksanaan haknya, seperti kepastian tentang letak dan batas-batas tanah.11 

 Saat ini, pembangunan pertanian melupakan misi dan tujuannya 

yaitu sebagai pertumbuhan dan produktivitas serta pengentasan kemiskinan 

dan ketahanan pangan. Sehingga pembangunannya pun merusak basis 

sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan hidup. Berdasarkan 

paparan ruang lingkup persoalan implementasi konsolidasi tanah yang 

disebutkan diatas, penyusun sangat tertarik untuk menganalisis lebih 

konkret, khususnya dalam mengkaji secara kritis pelaksanaan konsolidasi 

tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan Kalurahan 

Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman yang membutuhkan waktu 

selama 24 tahun dalam penyelesaian programnya. 

 Alasan penyusun memilih kajian pelaksanaan konsolidasi tanah 

Kalurahan Sinduadi karena belum ada yang membahas secara khusus dan 

                                                           
11 Iswantoro, “Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam Perspektif 

Hukum Positif”. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2013, 2.1: 46-63, DOI: 

https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1892 
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mendalam tentang proses dan dampak alih fungsi lahan pertanian untuk 

permukiman terutama pada objek kajian di Padukuhan Kragilan dan 

Padukuhan Rogoyudan Kalurahan Sinduadi sebagai lokasi objek 

Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) yang sebelumnya adalah lahan 

pertanian untuk bercocok tanam dan penghasil produksi, namun saat ini 

telah beralih fungsi menjadi permukiman padat penduduk. Sehingga banyak 

dari para petani menjadi kehilangan mata pencahariannya.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan karakteristik fokus kajian 

tersebut di atas, maka kajian penelitian ini berusaha memahami, mengkaji 

dan menjelaskan tentang implementasi konsolidasi tanah khususnya di 

Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan yang telah terjadi 

perubahan alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman. Apabila 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, maka rumusan masalah dalam kajian 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi dari kebijakan Konsolidasi Tanah dan alih 

fungsi lahan di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan 

Kalurahan Sinduadi? 
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2. Apa dampak dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan Kalurahan 

Sinduadi? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. mengetahui implementasi kebijakan konsolidasi tanah di 

Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan sebagai 

penataan ruang kota di wilayah Kalurahan Sinduadi 

Kecamatan Mlati. 

b.  untuk mengetahui kendala dan dampak penerapan 

konsolidasi tanah bagi para pemilik lahan pertanian yaitu 

para petani terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian 

menjadi lahan permukiman. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

keilmuan dan wawasan konsep, teori, maupun metode 
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penatagunaan tanah yang teratur melalui kebijakan 

konsolidasi tanah. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam 

menentukan kebijakan mengenai konsolidasi tanah agar 

dapat dievaluasi sehingga hukum pengaturannya bisa 

diterima secara utuh dan kemanfaatannya bisa dirasakan 

bersama.  

D. Telaah Pustaka 

Dalam rangka mendukung penelitian agar tercapai tujuan dalam 

penelitian, serta membuktikan judul ini belum pernah dijadikan objek 

penelitian sebelumnya oleh peneliti lain, maka penyusun berusaha mencari 

karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap tinjauan teoritis 

mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah pada lahan pertanian yang beralih 

fungsi menjadi kawasan permukiman. Dari beberapa penelitian dan 

pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penyusun, sudah cukup 

banyak yang membahas mengenai mekanisme pelaksanaan konsolidasi 

tanah sebagai upaya perbaikan kualitas lingkungan dengan mengkaji terkait 

pelaksanaannya dilapangan. Namun masih minim yang membahas secara 
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lebih mendalam terkait pelaksanaan konsolidasi tanah yang berdampak 

pada perubahan sosial masyarakat petani.  

Terkait kualitas penelitian, maka penyusun kiranya menghindari 

plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-

sumber penulisan. Untuk itulah dibutuhkan telaah pustaka didalam karya 

yang penyusun tulis, dengan tujuan agar menjadi pembeda serta 

pembanding antara penelitian yang penyusun tulis dengan penelitian 

terdahulu. Serta memberikan perbedaan-perbedaan yang menonjol diantara 

judul atau pembahasan lain yang hampir serupa. hal ini dimaksudkan agar 

tidak terjadi kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Adapun karya-

karya yang menjadi sumber rujukan penyusun diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, Mohammad Toha Yahya dalam skripsinya yang berjudul 

“Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Di Desa Umbulharjo 

Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Ditinjau Dari Hukum Perdata”. 

Dalam penyusunannya Mohammad Toha telah memfokuskan 

pembahasannya mengenai pelaksanaan Konsolidasi Tanah pertanian di 
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Desa Umbulharjo sebagai alternatif penataan tanah pasca meletusnya 

Gunung Api Merapi 2010.12 

Kedua, Juhaidi dalam skripsinya yang berjudul “Dampak Alih 

Fungsi Lahan Persawahan Menjadi Lahan Pemukiman di Desa Kanjilo 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”. Dalam penyusunannya Juhaidi 

telah memfokuskan pembahasannya mengenai dampak alih fungsi lahan 

persawahan terhadap keadaan sosial ekonomi dan lingkungan khusunya di 

Desa Kanjilo Kabupaten Gowa.13 

Ketiga, Muhammad Reza Syafe’i dalam skripsinya yang berjudul 

“Konsolidasi Tanah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan 

Permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang”. Dalam penyusunannya, Muhammad Reza lebih 

memfokuskan pada pembahasan mengenai faktor pendukung dan 

penghambat Konsolidasi Tanah dalam rangka peningkatan kualitas 

                                                           
12 Mohammad Toha Yahya, “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Di Desa 

Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Ditinjau Dari Hukum Perdata”, Skripsi, 

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017.  

13 Juhaidi, “Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan Menjadi Pemukiman di Desa Kanjilo 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”, Skripsi, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2016. 
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lingkungan permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan, Kecamatan 

Taman, Kabupaten Pemalang.14 

Keempat, Isabela Candrakirana dalam jurnal yang ditulisnya 

“Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi 

Kepentingan Umum”. Dalam penyusunannya, telah memfokuskan analisa 

mengenai pembangunan dari hasil Konsolidasi Tanah Perkotaan berupa 

fasilitas umum seperti jalan dan saluran air beserta fasilitas sosial di Desa 

Sinduadi. Hal ini sangat mendukung antisipasi perkembangan Kota 

Yogyakarta ke arah pinggiran Kota.15 

Kelima, Lilis Suryani dalam jurnal yang ditulisnya “Variabel-

Variabel Yang Memengaruhi Harga Lahan Di Desa Sinduadi, Mlati, 

Sleman”. Dalam penulisannya, Lilis Suryani telah memfokuskan 

pembahasannya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persebaran 

harga lahan di wilayah Sinduadi dan variabel-variabelnya. Adapun faktor 

                                                           
14 Muhammad Reza Syafe’i, “Konsolidasi Tanah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas 

Lingkungan Permukiman di Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang”, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 

15 Isabela Candrakirana, “Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Pengadaan 

Tanah Bagi Kepentingan Umum”, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 13:40, 2014.  
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yang memengaruhi harga lahan di daerah penelitian adalah salah satu 

faktornya yaitu jarak terhadap jalan utama terdekat.16 

Dari beberapa poin uraian diatas terkait karya ilmiah yang masih 

berkaitan dengan penelitian yang penyusun susun mengenai dampak 

pelaksanaan konsolidasi tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan 

Rogoyudan Kalurahan Sinduadi, maka dapat diambil perbedaan penyusun 

skripsi ini dengan penyusunan-penyusunan sebelumnya yaitu penyusun 

akan membahas secara khusus mengenai implementasi kebijakan 

konsolidasi tanah yang ditinjau dari beberapa teori dan beberapa fakta di 

lapangan sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan kebijakannya harus 

mewujudkan daripada cita-cita negara dalam pembangunan berbasis 

kemanusiaan, keadilan, dan mewujudkan kesejaheraan bagi masyarakat 

terutama petani yang kehilangan profesinya dikarenakan adanya pengalihan 

lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. 

 

 

 

                                                           
16 Lilis Suryani, dan Sudrajat. "Variabel-variabel yang Memengaruhi Harga Lahan di Desa 

Sinduadi, Mlati, Sleman." Jurnal Bumi Indonesia, Vol. 4:3, 2015. 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Kesejahteraan 

Paham negara kesejahteraan (welfare state) lahir pada akhir 

abad ke-19 sebagai reaksi terhadap kelemahan paham liberalisme 

dan kapitalisme klasik dan sekaligus reaksi terhadap ajaran “negara 

penjaga malam” (nachtwachtersstaat) yang mengidealkan prinsip 

“pemerintah yang paling baik adalah yang memerintah sedikit 

mungkin” (“the best government is the least government”)17 

Pencetus dari teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), 

Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus 

secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat 

dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan 

mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.” 

  Menurut Edi Suharto, Indonesia mendekati negara 

kesejahteraan model institutional. Sebab, dengan tidak mengabaikan 

peran organisasi-organisasi sektor ketiga, pemberian layanan 

kesejahteraan di Indonesia dilakukan secara melembaga dan dengan 

cakupan yang cukup luas dimana sumber pembiayaan atau 

pendanaannya bukan hanya datang dari negara tetapi juga dari dunia 

usaha dan pekerja. Cakupan yang luas itu secara normative dapat 

                                                           
17 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-lembaga Negara Pasca 

Reformasi, (Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 

330. 
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diidentifikasi dari ketentuan dalam UUD 1945, yaitu adanya 

penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi 

negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta penguasaan 

negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya yang diamanatkan untuk digunakan bagi sebesar-besar 

kemakmuran rakyat18 kewajiban negara untuk memelihara fakir 

miskin dan anak-anak terlantar19 kewajiban negara untuk 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan20 kewajiban negara untuk 

menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umum yang layak21 kewajiban negara (pemerintah) untuk 

membiayai pendidikan dasar yang wajib diikuti oleh setiap warga 

negara22 kewajiban negara untuk memprioritaskan anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan 

APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional23 

2. Teori Tata Guna Tanah 

Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan yang berupa 

penataan peruntukan tanah dan penataan pembangunan tanah secara 

                                                           
18 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) 

19 Ibid., Pasal 34 ayat (1) 

20 Ibid., Pasal 34 ayat (2) 

21 Ibid., Pasal 34 ayat (3) 

22 Ibid., Pasal 31 ayat (2)  

23 Ibid., Pasal 31 ayat (4) 
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berencana dan teratur dalam rangka melaksanakan pembangunan 

nasional untuk mencapai suatu keadaan kebutuhan-kebutuhan 

negara, masyarakat dan perorangan yang beraneka ragam secara 

seimbang dan serasi dengan persediaan tanah yang terbatas dan 

kemudian pembangunan tanah itu memberikan hasil yang optimal 

dengan tetap menjaga kelestarian24 

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, selain pada aspek-

aspek tujuan penataan ruang, penatagunaan tanah harus mengacu 

pada kebijaksanaan dasar mengenai pertanahan yang terkandung 

dalam UUPA dan undang-undang lain yang berkaitan dengan 

penggunaan tanah. Dasar-dasar penatagunaan tanah tersebut 

adalah:25 

a. Kewenangan untuk mengatur persediaan, peruntukan 

dan penggunaan tanah, serta pemeliharaannya ada pada 

negara; 

b. Hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang 

hak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan untuk 

kepentingan yang langsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah itu; 

                                                           
24 Arba, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan 

penataan ruang dan penatagunaan tanah, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 25. 

25 Supriadi, Hukum Agraria, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 261. 
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c. Kewenangan pemegang hak atas tanah untuk 

menggunakan tanah tersebut dibatasi oleh ketentuan 

bahwa hak atas tanah berfungsi sosial. 

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan tata 

guna tanah adalah terjadinya penataan penggunaan tanah yang 

terdapat di perkotaan dan pedesaan sehingga muncul suatu konsep 

penataan tanah yang baik serta serasi dari aspek lingkungan. Konsep 

yang dimaksudkan untuk menata penggunaan tanah di perkotaan dan 

pedesaan lazim disebut “konsolidasi tanah” atau land consolidation. 

3. Teori dan Konsep Pertumbuhan Kawasan 

Kawasan merupakan wilayah dengan fungsi utama 

pelindung atau budidaya ruang yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur tekait yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu 

(spesifik/khusus). Kawasan merupakan daerah yang secara geografis 

dapat sangat luas atau terbatas, misalnya kawasan hutan yang luas 

dan kawasan perumahan yang terbatas. Sedangkan kawasan 

permukiman adalah (1) sebidang tanah/lahan yang diperuntukkan 

bagi pengembangan permukiman. (2) daerah tertentu yang 

didominasi lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat 

tinggal yang dilengkapi dengan sarana, prasarana daerah dan tempat 

kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja guna 
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mendukung penghidupan, perikehidupan sehingga fungsi kawasan 

dapat berdayaguna dan berhasilguna.26 

Di kawasan pedesaan yang kegiatan utamanya adalah 

pertanian, telah berlangsung alih fungsi lahan yang cukup pesat, 

sehingga menimbulkan lahan kritis akibat penebangan hutan yang 

tidak terkendali dan praktik-praktik pertanian yang tidak 

mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah. Selain 

menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, alih fungsi lahan 

juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur yang dibangun.27 

  Tujuan pokok pembangunan permukiman adalah 

meningkatkan tersedianya sarana rumah dan permukiman yang 

terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan 

rendah, dan meningkatkan sistem permukiman yang teratur, layak 

huni, berbudi daya, ramah lingkungan, dan efisien yang mampu 

mendukung produktivitas dan kreativitas masyarakat serta 

meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan kelestarian 

lingkungan. Hal ini berarti bahwa kawasan permukiman, baik di 

perkotaan maupun pedesaan perlu ditata dengan baik.28 

 

                                                           
26 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang, cet. ke-2 (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2013), hlm. 61. 

27 Ibid., hlm. 93. 

28 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang, cet. ke-2 (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2013), hlm. 140.  
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun 

skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis 

penelitian deskriptif29 dengan bentuk yuridis normative (penelitian 

hukum normative), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sebagai pijakan normative.30 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif – analitis, 

yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, 

kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Seluruh data 

yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode deduktif 

untuk menganalisis. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam pendekatan 

kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif berlandaskan filsafat 

postpositivisme, filsafat ini memandang realitas sosial sebagai 

sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan 

hubungan gejala bersifat interaktif (reciprocal). Penelitian jenis ini 

                                                           
29 Saifudin Anwar, Metode Penelitian, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 

21. 

30 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), hlm. 163. 
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lebih bisa menggambarkan bagaimana pemahaman pemangku 

kepentingan terhadap kerjasama antar daerah, serta bagaimana 

hubungan antar susunan pemerintah dan pemenuhan persyaratan 

dalam melakukan kerjasama serta pola hubungan yang terjadi dalam 

pelaksaaan kerjasama. Penelitian kualitatif dimaksudkan selain 

dapat mengungkap berbagai peristiwa riil, diharapkan juga 

mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa 

tersebut. 31 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian di 

lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 

hukum, surat kabar, internet, dan komentar-komentar atas 

putusan pengadilan yang mendukung sumber data primer. 

Sumber data sekunder meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer: 

a) Undang-Undang  

(1) Undang-Undang Dasar 1945 

                                                           
31 Irawanto, Kerjasama antar Daerah di Kawasan Banjar Bakula, cet. ke-1 (Yogyakarta: 

Wahana Resolusi, 2017), hlm. 39. 
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(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Pokok-Pokok Agraria 

(3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang 

b) Peraturan Pemerintah 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 

Tentang Penatagunaan Tanah  

c) Peraturan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah 

Non Departemen 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-

buku karangan ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum, dan beberapa kajian ilmiah yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

3) Bahan Non Hukum 

Bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa 
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Inggris, Jurnal, Ensiklopedia, website resmi, dan bahan 

elektronik lainnya yang mendukung penelitian ini.  

5. Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang dapat 

 memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang ada di 

lapangan, sehingga data yang dihasilkan bersifat akurat dan 

terpercaya. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Bapak Sarji Winarto, selaku peserta Konsolidasi tanah 

Kalurahan Sinduadi 

b) Bapak Hadi Suparman, selaku mantan Kepala Dukuh 

Kragilan 

c) Bapak Hary Listantyo Prabowo, S.T., M.Eng., selaku 

Subag Landreform dan Konsolidasi Tanah BPN Sleman 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian digunakan dengan cara: 

a) Wawancara (interview) 

Suatu kegiatan komunikasi verbal secara tatap muka dengan 

tujuan mendorong diperoleh informasi atas pertanyaan yang 

diajukan.32 

 

 

                                                           
32 James A. Black, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, cet. ke-4 (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2009), hlm. 306. 
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b) Observasi 

Merupakan rancangan alamiah untuk menggambarkan realitas 

sebagai kerangka yang diamati untuk menyajikan kembali 

gambaran-gambaran kehidupan sosial.33 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, 

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan 

yang dapat mendukung penelitian.34 

7. Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang diteliti, penyusun 

menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan kualitas yang 

relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan 

penelitian ini. Maksud dari kualitatif ini mengacu pada pendapat dari 

Strauss dan Corbin (1993) yang artinya bahwa kelebihan 

penelitiannya diharapkan dapat menjelaskan secara detail dan rumit 

dari suatu fenomena yang sulit dijelaskan jika menggunakan 

pendekatan kuantitatif.35  

 

                                                           
33 James A. Black, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, cet. ke-4 (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2009), hlm. 287. 

34 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 329. 

35 Irawanto, Kerjasama antar Daerah di Kawasan Banjar Bakula, cet. ke-1 (Yogyakarta: 

Wahana Resolusi, 2017), hlm. 39. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran dan kemudahan dalam sistematika 

penulisan skripsi ini, maka penyusun membagi penyusunan skripsi ini 

menjadi V (lima) bab. Adapun secara keseluruhan sistematika penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar secara 

keseluruhan untuk memberikan gambaran tentang pembahasan dalam 

skripsi ini. Pendahuluan ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka 

Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.  

Bab Kedua, berisi mengenai tinjauan umum tentang kebijakan 

pertanahan, ketahanan pangan dan alih fungsi lahan dimulai dari penjelasan 

kebijakan pemerintah di bidang pertanahan, kemudian membahas mengenai 

lahan pertanian sebagai wujud ketahanan pangan, hingga adanya alih fungsi 

lahan karena kebijakan untuk pembangunan kawasan permukiman. 

Bab Ketiga, berisi mengenai tinjauan konseptual dari Konsolidasi 

Tanah, yaitu penjelasan mengenai peraturan Konsolidasi tanah, serta 

mengenai tujuan, manfaat, jenis, dan kriteria konsolidasi tanah. 

Bab Keempat, berisi mengenai implementasi kebijakan konsolidasi 

tanah dan analisis dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi 

permukiman di Desa Kragilan dan Desa Rogoyudan Kalurahan Sinduadi, 

serta kendala-kendala yang menjadi penyebab lamanya pelaksanaan 

konsolidasi tanah. 
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Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar 

pustaka, dengan maksud untuk menjadi acuan penyusunan dari semua 

sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisis 

kebijakan konsolidasi tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan 

Kalurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) di Kalurahan 

Sinduadi khususnya di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan 

dibagi dalam tiga periode, yaitu periode pertama (tahun 1989 s/d 2003), 

periode kedua (tahun 2004 s/d 2008), dan periode ketiga (tahun 2009 s/d Juni 

2014). Dalam periode pertama, Kegiatan konsolidasi tanah hanya sebatas 

sertifikasi atau pembuatan sertifikat hak milik dan belum ditindaklanjuti 

dengan pembangunan fasilitas umum dan sosial. Pelaksanaan kegiatan pada 

periode kedua yang dilakukan tahun 2004 s/d 2008 adalah sebagai upaya 

tindak lanjut kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) di Kalurahan 

Sinduadi yang prosesnya masih setengah jalan. Dalam rentang waktu ini 

(2004 s/d 2008), tidak ada kegiatan yang signifikan yang dilakukan. Pada 

tahun 2013, Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman 

memberikan dana percepatan penyelesaian konsolidasi tanah. Masing-masing 

sebesar 3,5 milyar rupiah dari Pemerintah Provinsi DIY dan 0,6 milyar rupiah 

dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk pembangunan fasilitas umum 

seperti jalan, drainase, gorong-gorong dan fasilitas umum lainnya. Lamanya 
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penyelesaian kegiatan konsolidasi tanah perkotaan di Kalurahan Sinduadi 

yang berlangsung selama 24 Tahun dari periode tahun 1989 s/d Juni 2014 ini 

dikarenakan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. 

2. Kendala dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Padukuhan Kragilan dan 

Padukuhan Rogoyudan yaitu:  

a. Masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan hingga 

pelaksanaan konsolidasi tanah 

b. Permasalahan penguasaan tanah. 

c. Permasalahan penerbitan sertifikat hak atas tanah. 

d. Permasalahan peralihan hak 

e. Ketersediaan biaya pembangunan fisik/konstruksi. 

Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan konsolidasi tanah di 

Kalurahan Sinduadi yaitu di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan 

khususnya bagi para petani dan pemilik lahan, adalah: 

a. Hilangnya peluang memproduksi hasil pertanian di lahan persawahan 

produktif dan hilangnya pendapatan usaha tani serta kesematan kerja 

pada usaha tani;  

b. Pergeseran jenis mata pencaharian hidup yang semula menjadi petani, 

beralih profesi menjadi profesi non pertanian; 

c. Tingkat urbanisasi di kedua desa tersebut terus meningkat, hal ini 

dikarenakan jumlah penduduk yang terus meningkat sedangkan luas 

lahan semakin sempit; 
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d. Perubahan pola hubungan sosial dalam kelembagaan atau pranata sosial 

dalam keluarga dan masyarakat, misalnya muncul konflik dalam 

masyarakat dan konflik warga dengan aparat desa. 

 

B. Saran 

Pelaksanaan konsolidasi tanah di Padukuhan Kragilan dan Padukuhan 

Rogoyudan Kalurahan Sinduadi memerlukan waktu yang lama yaitu 24 tahun 

(dari tahun 1989 sampai dengan 2014) bahkan untuk tahap konstruksi masih 

berjalan sampai dengan tahun 2021. Dari 24 tahun proses berlangsungnya 

kebijakan, terjadi permasalahan yang muncul di tengah perjalanan 

implementasi program konsolidasi tanah. Maka dari itu, untuk meminimalkan 

terjadinya dampak negatif karena alih fungsi lahan pertanian yaitu: (a) 

pemerintah diharuskan untuk mematangkan perencanaan mengenai program 

konsolidasi tanah baik dari segi pendanaan, implementasi, hingga 

keikutsertaan masyarakat; (b) memperhatikan kondisi akses sosial ekonomi 

masyarakat pedesaan kedepan setelah adanya pembangunan; (c) memberikan 

akses pengembangan ekonomi non pertanian seperti industri rumah tangga bagi 

warga Padukuhan Kragilan dan Padukuhan Rogoyudan.  
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Wawancara dengan Peserta Konsolidasi Tanah Sinduadi, Bapak Sarji Winarto, 

tanggal 2 November 2023 pukul 09.00 WIB. 

 

Wawancara dengan mantan Kepala Dukuh Kragilan, Bapak Hadi Suparman, 

tanggal 31 Oktober 2023 pukul 16.15 WIB. 

 

Wawancara dengan Subag Landreform dan Konsolidasi Tanah BPN Sleman, Bapak 

Hary Listantyo Prabowo, S.T., M.Eng., tanggal 7 November 2023 pukul 

14.30 WIB. 

 

Sumber lain 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari http://.bps.go.id/, diakses pada 31 Maret 

2023 pukul 8.26 WIB 

 

Habibi, S Agil. 2019. Mendesain Kemajuan Pertanian Indonesia Untuk Indonesia 

Negara Maju. Diakses pada 29 Oktober 2023, dari  

https://www.kompasiana.com/agilshabib/5cd4c1bd6db8434baa1921f5/me

ndesain-kemajuan-pertanian-indonesia-untuk-indonesia-negara-

maju?page=1&page_images=1.  
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